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| ABSTRACT 

Indonesia's coastal areas hold great potential in terms of economy, ecology, and social. However, unplanned 

development and excessive exploitation of resources have caused serious environmental damage, such as 

pollution, abrasion, and degradation of mangrove and coral reef ecosystems. This article discusses the main forms 

and causes of coastal environmental damage and outlines effective strategies and solutions in realizing 

sustainable development. The approach used is integrated and participatory, with an emphasis on the importance 

of synergy between sectors, community involvement, ecosystem conservation, regulatory enforcement, and the 

implementation of the blue economy. The results of the discussion show that the success of coastal development 

depends on cross-party collaboration and consistent implementation of sustainable principles. The obligation of 

long-term commitment so that development is not only beneficial for the current generation but also ensures 

commitment to future generations. 
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PENDAHULUAN 

Wilayah pesisir Indonesia memainkan peran vital dalam mendukung ekonomi nasional 

sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan panjang garis pantai lebih dari 99.000 km 

dan ribuan pulau yang tersebar, kawasan pesisir menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan 

penduduk, terutama nelayan dan petani garam (Suryanti, 2019). Sayangnya, pesisir Indonesia 

menghadapi tantangan serius berupa tekanan pembangunan yang tidak terencana, pencemaran, 

dan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah memperburuk risiko 

bencana di wilayah pesisir, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang (BBC Indonesia, 

2020). Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir kini menjadi keniscayaan, bukan sekadar 

pilihan, demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat yang tinggal di 

sekitarnya. Konsep pembangunan berkelanjutan mengedepankan keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekologi, dan keadilan sosial-politik (Suryanti, 2019). Hal ini 

mencakup perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu 

karang yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan tsunami (Rahmat & Alawiyah, 

2020; Putri et al., 2020; Ardinata et al., 2022; Rahmat et al., 2021; Marufah et al., 2020; Bastian et al., 

2021; Alawiyah et al., 2020; Rahmat, 2019; Syarifah et al., 2020).  

Kerusakan lingkungan pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di berbagai 

wilayah Indonesia. Aktivitas seperti reklamasi pantai, pembangunan industri, pertambangan, dan 

limbah domestik telah menyebabkan pencemaran laut, abrasi pantai, serta rusaknya ekosistem 

penting seperti hutan mangrove dan terumbu karang (Mangrove Jakarta, 2024). Hilangnya mangrove 

tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi karena berkurangnya hasil 
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tangkapan ikan dan meningkatnya kerentanan terhadap banjir rob (Bagja Waluya, nd). Selain itu, 

eksploitasi sumber daya secara berlebihan, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau 

penambangan pasir laut, mempercepat degradasi lingkungan dan merusak rantai ekosistem pesisir. 

Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal, memperburuk kemiskinan, 

dan memperlemah ketahanan ekonomi wilayah pesisir. Menurut Universitas Diponegoro (2024), 

pengelolaan lingkungan pesisir yang tidak terintegrasi telah memperbesar beban ekologis dan 

menyebabkan konflik pemanfaatan lahan antar-sektor.  

Di balik kekayaan sumber daya alamnya, kawasan pesisir menyimpan potret ketimpangan 

sosial dan ekonomi yang mencolok. Masyarakat pesisir umumnya memiliki akses terbatas terhadap 

pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Ketergantungan terhadap sumber 

daya alam yang semakin terdegradasi membuat kelompok ini semakin rentan terhadap kemiskinan 

(Suryanti, 2019; Muara et al., 2021; Rahmat et al., 2021; Pratikno et al., 2020; Priambodo et al., 2020; 

Rahmanisa et al., 2021; Rahmat & Budiarto, 2021; Zakiyah et al., 2022; Hakim et al., 2020; Rahmat et 

al., 2021; Utama et al., 2020; Adri et al., 2020; Yuliarta & Rahmat, 2021; Rahmat & Kurniadi, 2020; 

Rahmat et al., 2020; Rahmat et al., 2020). Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi justru mendorong 

masyarakat untuk melakukan eksploitasi sumber daya secara destruktif, seperti penebangan 

mangrove dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan (Mangrove Jakarta, 2024). 

Akibatnya, siklus kerusakan dan kemiskinan berulang, tanpa solusi yang tepat sasaran. Universitas 

Diponegoro (2024) juga menekankan bahwa pembangunan pesisir selama ini terlalu fokus pada 

aspek ekonomi makro dan sering kali mengabaikan peran serta masyarakat lokal dalam proses 

pengambilan keputusan. Padahal, partisipasi aktif masyarakat merupakan syarat mutlak untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Menjawab kompleksitas tantangan lingkungan dan sosial di wilayah pesisir Indonesia 

membutuhkan pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dan kolaboratif. Undang-Undang No. 27 

Tahun 2007 telah mengamanatkan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

secara terpadu, yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya 

alam pesisir. Pendekatan ini tidak dapat dijalankan hanya oleh satu pihak saja, melainkan 

membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, serta sektor 

swasta (Suryanti, 2019). Program konservasi mangrove, ekowisata, budidaya laut, dan energi 

terbarukan merupakan contoh strategi yang telah terbukti efektif jika dijalankan dengan partisipasi 

masyarakat (Bagja Waluya, nd). Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan serta 

regulasi pemanfaatan ruang pesisir perlu diperkuat agar pembangunan berjalan sesuai dengan daya 

dukung lingkungan. Menurut BBC Indonesia (2020), kegagalan mengintegrasikan tata ruang dan 

kebijakan lingkungan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan pesisir di kota-kota besar. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi pembangunan pesisir di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan 

solusi terhadap ancaman lingkungan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami 

realitas sosial dan ekologis secara mendalam melalui interpretasi data dari berbagai sumber. 

Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk mengungkap makna, 

perspektif masyarakat, dan dinamika sosial yang tidak bisa diukur secara statistik. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan 

dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti jurnal 

ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan situs resmi terkait pengelolaan pesisir, perubahan iklim, dan 

pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk merekam data sekunder 
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berupa laporan kerusakan lingkungan, data abrasi, serta studi kasus di wilayah pesisir. Menurut 

Sugiyono (2016), teknik ini efektif untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang sudah tersedia 

dan valid, terutama dalam penelitian kualitatif yang membutuhkan analisis konteks dan narasi dari 

berbagai sumber. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis), yaitu mengkaji isi dokumen dan literatur yang relevan secara sistematis untuk 

mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara variabel. Teknik ini cocok digunakan untuk 

penelitian kualitatif yang berbasis teks dan dokumen. Menurut Krippendorff (2013), analisis isi 

bertujuan untuk menguraikan makna yang terkandung dalam komunikasi tertulis secara objektif dan 

sistematis (Rahmat, 2019; Banjarnahor et al., 2020; Rahmat et al., 2020; Gustaman et al., 2020; Rahmat 

et al., 2022; Kodar et al., 2020; Najib & Rahmat, 2021; Rahmat et al., 2020; Widyaningrum et al., 2020; 

Yurika et al., 2022; Muara et al., 2021; Aminullah et al., 2021; Wulandara & Rahmat, 2024; Ardinata et 

al., 2023; Pamungkas & Rahmat, 2023; Rahmat et al., 2020; Febrina & Rahmat, 2024; Rahmat, 2023). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk dan Faktor Penyebab Utama Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pesisir Indonesia 

Wilayah pesisir Indonesia merupakan kawasan yang sangat strategis, baik dari segi ekonomi, 

sosial, maupun ekologi. Pesisir menjadi tempat tinggal bagi jutaan masyarakat, sumber penghidupan 

bagi nelayan, dan lokasi berbagai kegiatan ekonomi seperti pariwisata, perikanan, pertanian, serta 

industri. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan pesisir di Indonesia menghadapi tekanan 

luar biasa yang menyebabkan kerusakan lingkungan cukup serius, sehingga menghambat 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di wilayah ini (Fabianto 

& Berhitu, 2014). Salah satu bentuk kerusakan paling mencolok di kawasan pesisir adalah 

pencemaran air laut dan perairan pesisir, baik oleh limbah domestik, limbah industri, maupun limbah 

pertanian. Di banyak wilayah pesisir, sungai yang bermuara ke laut membawa limbah rumah tangga 

yang mengandung bahan organik dan anorganik berbahaya seperti deterjen, plastik, serta logam 

berat. Akumulasi limbah ini merusak kualitas perairan, mengganggu rantai makanan laut, dan 

menyebabkan matinya organisme penting seperti terumbu karang dan biota dasar laut (Nurmatias, 

2018). 

Selain pencemaran, abrasi pantai menjadi bentuk kerusakan lainnya yang kian memburuk. 

Abrasi terjadi akibat hilangnya vegetasi pelindung pantai seperti mangrove dan pandan laut, serta 

pembangunan infrastruktur di garis pantai yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 

Penebangan mangrove secara masif untuk keperluan tambak, perumahan, dan industri, 

menyebabkan hilangnya perlindungan alami terhadap gelombang laut (Sompotan, 2016). Abrasi 

yang tidak terkendali menyebabkan banyak permukiman penduduk dan lahan produktif tergerus 

oleh laut, bahkan hilang permanen dari peta wilayah. Kerusakan lainnya terlihat dalam degradasi 

ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Ekosistem tersebut berfungsi penting 

dalam menjaga keseimbangan pesisir, sebagai tempat pemijahan ikan, penyimpan karbon, dan 

pelindung alami dari badai laut. Sayangnya, praktik eksploitasi sumber daya seperti penambangan 

pasir laut, penggunaan alat tangkap destruktif, dan alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya 

ekosistem pesisir secara luas dan permanen (Marliana, Sarwono, & Rozikin, 2013). 

Faktor utama yang menjadi penyebab kerusakan tersebut adalah kurangnya pengelolaan 

wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Banyak kebijakan pembangunan pesisir 

masih bersifat sektoral dan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan 

(Fabianto & Berhitu, 2014). Padahal, masyarakat pesisir adalah aktor utama yang paling memahami 

kondisi lokal dan yang paling terdampak dari kerusakan lingkungan. Ketidakterlibatan mereka sering 

menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan memperburuk ketimpangan sosial. Faktor lain yang 
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sangat signifikan adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di kawasan pesisir. Konsentrasi 

penduduk di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan menyebabkan 

tekanan tinggi terhadap ruang dan sumber daya. Urbanisasi mendorong pembangunan infrastruktur 

secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Limbah domestik 

meningkat drastis, sistem sanitasi dan pengelolaan sampah belum memadai, serta permintaan lahan 

menyebabkan konversi kawasan lindung menjadi permukiman dan industri (Pertiwi, 2017). 

Perubahan iklim global juga menjadi faktor penting yang mempercepat kerusakan pesisir. 

Naiknya suhu bumi menyebabkan mencairnya es di kutub, yang berakibat pada peningkatan 

permukaan air laut. Data menunjukkan bahwa permukaan laut di wilayah Indonesia naik sekitar 3-8 

mm per tahun, sementara di wilayah seperti Jakarta, penurunan muka tanah bisa mencapai lebih dari 

10 cm per tahun akibat ekstraksi air tanah yang tidak terkendali (Hapsoro & Bangun, 2020). 

Kombinasi antara penurunan tanah dan naiknya permukaan laut memicu banjir rob yang makin 

sering dan merusak. 

Ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir terhadap eksploitasi sumber daya alam tanpa 

alternatif lain juga menjadi penyebab kerusakan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat 

sering dipaksa mengeksploitasi mangrove, ikan, atau hasil laut lainnya secara berlebihan, tanpa 

mempertimbangkan kelestarian. Kurangnya program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan 

non-ekstraktif memperparah ketergantungan tersebut (Manggabarani, 2016). Akibatnya, lingkungan 

semakin rusak, sementara pendapatan masyarakat juga terus menurun. Selain itu, kebijakan 

pembangunan nasional yang belum sepenuhnya mendukung prinsip keberlanjutan turut andil dalam 

memperburuk kondisi pesisir. Banyak proyek pembangunan, seperti reklamasi, pelabuhan, atau 

kawasan industri, dilaksanakan tanpa studi kelayakan lingkungan yang komprehensif. Beberapa 

proyek bahkan mendapat izin meskipun bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah pesisir 

yang telah disusun (Pratiwi, Santosa, & Ashar, 2018). Kurangnya penegakan hukum lingkungan juga 

menjadi masalah krusial. Banyak pelanggaran terhadap kawasan konservasi, pembalakan mangrove 

ilegal, serta pembuangan limbah sembarangan yang tidak ditindak secara tegas oleh pihak 

berwenang. Ketidaktegasan ini menyebabkan pelanggaran serupa terus berulang tanpa efek jera 

(Jaya, 2004). Padahal, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 27 Tahun 2007 telah 

menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan berkeadilan. 

Dalam konteks yang lebih luas, rendahnya literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat pesisir 

juga menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Banyak masyarakat belum memahami 

pentingnya menjaga ekosistem pesisir, baik karena keterbatasan pendidikan, informasi, maupun 

akses terhadap media penyuluhan (Hikmawati, 2022). Tanpa kesadaran kolektif, kebijakan 

pembangunan berkelanjutan sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Dampak sosial dan 

ekonomi dari kerusakan lingkungan pesisir sangat besar. Penurunan hasil tangkapan ikan, abrasi 

yang merusak permukiman, hingga pencemaran air laut yang merusak sektor pariwisata 

menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat secara signifikan. Hal ini menciptakan lingkaran 

setan antara kemiskinan dan eksploitasi lingkungan yang tidak berkesudahan (Negara, 2020). 

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan perubahan paradigma 

pembangunan yang tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan menempatkan 

keberlanjutan sebagai prinsip utama. Pendekatan pembangunan harus holistik, melibatkan 

masyarakat lokal, memperkuat kelembagaan, serta mengedepankan konservasi ekosistem dan 

efisiensi sumber daya (Nurmatias, 2018). 

Implementasi strategi ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak—pemerintah pusat dan 

daerah, LSM, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat pesisir. Program pengelolaan terpadu, 

konservasi berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta edukasi lingkungan 

merupakan langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut (Fabianto & Berhitu, 2014). 

Dengan demikian, bentuk dan faktor penyebab utama kerusakan lingkungan di wilayah pesisir 

Indonesia mencerminkan kegagalan dalam integrasi kebijakan, kelemahan tata kelola, dan 
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rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ke depan, keberhasilan pembangunan 

pesisir akan sangat ditentukan oleh komitmen kolektif untuk menjaga keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi, kelestarian ekologi, dan keadilan sosial. 

 

Strategi dan Solusi Efektif untuk Mewujudkan Pembangunan Pesisir Berkelanjutan melalui 

Pendekatan Terpadu dan Partisipatif 

Pembangunan pesisir yang berkelanjutan adalah suatu keniscayaan bagi negara kepulauan 

seperti Indonesia. Kawasan pesisir tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi 

juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan daratan. Untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, strategi dan solusi yang diterapkan harus 

mencerminkan keterpaduan antar sektor dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya 

masyarakat lokal yang hidup dan bergantung langsung pada sumber daya pesisir (Suryanti, 2019). 

Strategi pertama yang sangat penting adalah penerapan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir 

secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM). Pendekatan ini menekankan sinergi 

lintas sektor dan level pemerintahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

pemanfaatan wilayah pesisir. ICZM bertujuan menyatukan kepentingan lingkungan, sosial, dan 

ekonomi dalam satu sistem perencanaan yang saling melengkapi. Pemerintah pusat dan daerah 

harus menyelaraskan kebijakan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pesisir agar tidak terjadi 

tumpang tindih antar kebijakan yang justru memperburuk kerusakan lingkungan (Fabianto & 

Berhitu, 2014). Implementasi pendekatan terpadu ini juga perlu didukung oleh sistem pengumpulan 

data dan pemantauan ekosistem pesisir yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti 

citra satelit, pemetaan partisipatif, dan big data, pemerintah dan masyarakat dapat mengidentifikasi 

area rawan abrasi, pencemaran, maupun degradasi habitat secara lebih akurat dan cepat (Hikmawati, 

2022). Data yang valid menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan alokasi anggaran 

pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi nyata lapangan. 

Strategi kedua adalah penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai 

bagian utama dari pendekatan partisipatif. Masyarakat harus ditempatkan bukan hanya sebagai 

objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan 

langsung atas kelestarian lingkungan. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui program 

pelatihan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal, penguatan lembaga adat dan 

komunitas, serta insentif ekonomi bagi kelompok masyarakat yang menjaga dan merawat ekosistem 

pesisir (Manggabarani, 2016). Salah satu contoh yang telah berhasil adalah program ekowisata 

berbasis komunitas di beberapa kawasan pesisir seperti di Banyuwangi dan Karimunjawa. Di tempat-

tempat tersebut, masyarakat berperan aktif dalam memandu wisata edukasi lingkungan, konservasi 

terumbu karang, dan pengelolaan sampah laut. Selain meningkatkan kesadaran lingkungan, 

program ini juga membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal (Marliana, Sarwono, & 

Rozikin, 2013). 

Strategi ketiga yang perlu diintegrasikan dalam pembangunan pesisir berkelanjutan adalah 

konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis. Ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, dan 

padang lamun harus dilindungi dan direstorasi sebagai upaya memperkuat ketahanan wilayah pesisir 

terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Pemerintah harus mendukung program rehabilitasi 

melalui pendanaan, bibit tanaman, dan kemudahan perizinan bagi kegiatan konservasi yang 

dijalankan oleh masyarakat maupun lembaga non-pemerintah (Nurmatias, 2018). Program 

Rehabilitasi Mangrove Nasional yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menjadi contoh konkret peran negara dalam mengembalikan fungsi ekosistem pesisir. Keberhasilan 

program ini sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam penanaman, perawatan, 

hingga pengawasan mangrove dari kegiatan ilegal seperti pembalakan liar atau reklamasi tanpa izin 

(Pratiwi, Santosa, & Ashar, 2018). 
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Strategi keempat adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Peraturan 

perundang-undangan seperti UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

harus dijalankan dengan tegas dan adil. Pemerintah harus memperkuat kapasitas penegakan hukum 

di tingkat lokal dengan menyediakan sarana, sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan 

berbasis teknologi (Jaya, 2004). Tanpa penegakan hukum yang kuat, upaya konservasi dan 

pengelolaan wilayah pesisir akan mudah digagalkan oleh kepentingan jangka pendek seperti bisnis 

reklamasi, tambang pasir laut, atau penangkapan ikan destruktif. Oleh karena itu, peran aparat 

penegak hukum, dinas lingkungan, dan lembaga pengawas masyarakat menjadi sangat penting 

dalam menjaga agar pembangunan tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan (Negara, 2020). 

Solusi berikutnya adalah diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi 

biru (blue economy). Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa merusak ekosistem. Kegiatan ekonomi seperti 

budidaya laut berkelanjutan, pengolahan hasil laut bernilai tambah, pemanfaatan energi laut, serta 

jasa lingkungan merupakan bagian dari strategi ini (Hapsoro & Bangun, 2020). Dengan memberikan 

alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan, masyarakat tidak lagi bergantung pada 

eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem pesisir. Pemerintah perlu mendukung infrastruktur 

ekonomi biru dengan menyediakan akses pasar, teknologi tepat guna, pembiayaan mikro, serta 

kebijakan insentif untuk investasi berkelanjutan di sektor kelautan (Pertiwi, 2017). 

Pendekatan partisipatif dalam strategi ini harus melibatkan berbagai pihak secara inklusif, 

termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Peran perempuan dalam pengelolaan pesisir, 

seperti dalam sektor pengolahan hasil laut dan konservasi mangrove, terbukti signifikan dalam 

memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi komunitas. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan 

pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mendukung kesetaraan gender dan keadilan sosial 

(Hikmawati, 2022). Solusi lainnya adalah peningkatan literasi lingkungan dan pendidikan masyarakat 

pesisir. Program edukasi formal dan non-formal tentang pentingnya ekosistem pesisir dan dampak 

perubahan iklim harus dijalankan secara berkelanjutan. Pendidikan berbasis lingkungan sejak usia 

dini, kampanye publik, dan pelatihan lokal menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif 

terhadap pentingnya menjaga kawasan pesisir (Bagja Waluya, nd). Upaya pendidikan ini juga perlu 

didukung dengan media komunikasi yang efektif, seperti film dokumenter, media sosial, serta 

kegiatan komunitas berbasis seni dan budaya. Peningkatan literasi akan memperkuat posisi 

masyarakat dalam merespon perubahan lingkungan dan mengambil peran aktif dalam pengelolaan 

wilayahnya (BBC Indonesia, 2020; Nurhadiyanta et al., 2023; Rahmat et al., 2023; Rahmat et al., 2018; 

Rahmat et al., 2024; Hasrian et al., 2023; Akbar et al., 2024; Rahmat, 2024; Piliang et al., 2024; Wahyuni 

et al., 2024; Priantoro et al., 2024; Hasrian & Rahmat, 2024, Syazali et al., 2023; Rahmat et al., 2024; 

Ma’ruf & Rahmat, 2024; Rahmat et al., 2024; Meidiyustiani & Rahmat, 2024; Ma’ruf & Rahmat, 2024; 

Aprilyanto et al., 2023). 

Terakhir, penting untuk membangun platform koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan 

wilayah. Pemerintah pusat harus memfasilitasi forum koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, 

dunia usaha, akademisi, LSM, dan kelompok masyarakat dalam menyusun dan 

mengimplementasikan kebijakan pembangunan pesisir. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran 

pengetahuan, efisiensi sumber daya, serta harmonisasi program pembangunan antar wilayah pesisir 

(Suryanti, 2019). Keterlibatan perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi juga sangat penting 

dalam menyediakan data ilmiah dan teknologi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis 

bukti. Dengan pendekatan ini, pembangunan pesisir tidak lagi bersifat parsial, tetapi berjalan secara 

terarah, terukur, dan akuntabel. 
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SIMPULAN 

Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Indonesia merupakan akibat dari kombinasi berbagai 

faktor seperti pencemaran, abrasi, degradasi ekosistem, eksploitasi sumber daya berlebihan, serta 

lemahnya pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. Perubahan iklim dan urbanisasi juga 

memperparah kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana seperti banjir rob. Kondisi ini 

menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjaga keseimbangan 

antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang dapat 

diterapkan secara efektif adalah melalui pendekatan pengelolaan terpadu dan partisipatif. 

Pendekatan ini menekankan sinergi antar sektor dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan 

keputusan, konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan literasi lingkungan. 

Dukungan kebijakan yang kuat, data yang akurat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi 

elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan demi kesejahteraan 

masyarakat kini dan generasi mendatang. 
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